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PUTUSAN
Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Srh
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEI RAMPAH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Cerai Talak antara:
Pemohon, umur 36 tahun, tempat dan tanggal lahir Pematang Pulau, 18

Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Peternak Unggas,
pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang
Bedagai selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 36, tempat dan tanggal lahir Pati, 01 Januari 1985, agama
Islam, pekerjaan lbu Rumah Tangga, pendidikan SLTA,
bertempat terakhir di Kabupaten Serdang Bedagai,
selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
10 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei
Rampah pada tanggal 10 Desember 2021 dengan register perkara Nomor
1194/Pdt.G/2021/PA.Srh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Pebruari
2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN
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KUA, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Simalungun Nomor:
65/35/11/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2011,

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul
layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan keduanya terakhir tinggal
bersama dilamat Pemohon tersebut diatas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah di
karuniai anak;

4. Bahwa pernikahan Pemohondan Termohon awalnya hidup rukun dan
harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2020 sampai dengan
bulan Februari 2020 yang di sebabkan: Termohon egois dan tidak pernah
mau mendengar saran dan nasehat Pemohon; Termohon tidak ada
kejujuran kemana mempergunakan uang nafkah belanja, sebab terus
menerus Termohon merasa tidak cukup dengan uang yang Pemohon
berikan; Termohon pernah pergi berbulan-bulan dengan alasan bekerja
tanpa seizin Pemohon; Termohon ada menjalin hubungan dengan laki-laki
bernama Ifan dan saat ini diketahui laki=laki tersebut tinggal serumah
dengan Termohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon semakin menajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari
2020 disebabkan Termohon pulang dari Provinsi Bangka Belitung, sebab
sewaktu pergi Termohon tidak ada meminta izin dari Pemohon sehingga
saat Termohon pulang maka Pemohon mempertanyakan urusan apa
Termohon pergi;

6. Bahwa disebabkan hal tersebut Termohon marah-marah. dan
Kembali meninggalkan Pemohon, diketahui Termohon pulang kealamat
Termohon tersebut diatas. Maka sejak saaat itu Pemohon dan Termohon
sudah pisah rumah, sehingga hak dan kewajiban suami-isteri tidak
terlaksana sebagaimana mestinya dan Termohon tidak lagi melaksanakan
kewajibannya sebagai suami terhadap Pemohon hingga saat ini;
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7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Pemohon dengan Termohon dan pihak keluarga turut serta mendamaikan
Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa Termohon yang di talak wajib menjalani masa iddah sesuai

dengan ketentuan syara'i karena Pemohon bersedia memberi nafkah

kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp150.000-rupiah serta
mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sebesar Rp. 100.000-rupiah;

9. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah

tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi

karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka

Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan lkrar
Talak terhadap Termohon (Termohon) di Pengadilan Agama Sei Rampabh;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya-biaya
berupa:
a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp150.000,00 rupiah;
b. Mut ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 rupiah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang atau
menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, dan tidak
mengajukan eksepsi tentang kewenangan, meskipun menurut relas panggilan
Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Srh, tanggal 13 Desember 2021, setelah diperiksa
dan dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara
resmi dan patut menurut hukum;
Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat
dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung
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Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis
telah berusaha menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon,
akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap
pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali
pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Termohon tidak dapat
didengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
pembuktian;
Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa:
A. Surat
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 65/35/11/2011 yang
aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing
Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai Tanggal 21 Februari 2011, yang
telah bermeterai, di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai
dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
B. Saksi
1. Saksi |, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai
dan tidak mau lagi mendengarkan nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung
bahwa Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal sejak tahun 2020;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak
berhasil;
- Bahwa Termohon sudah menikah lagi;
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- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan
merukunkan para pihak untuk dapat bersatu kembali;

2. Saksi Il, saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya
rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menghargai
dan tidak mau lagi mendengarkan nasehat Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung
bahwa Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal sejak tahun 2020;
- Bahwa Termohon sudah menikah lagi;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak
berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan dan

merukunkan para pihak;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi
selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;
Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai

dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;
Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam

berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini
ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan
tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah

ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan
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Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai
wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan
patut dan ternyata ketidak hadirannya tidak dikarenakan oleh suatu sebab yang
sah, maka sesuai Pasal 149 R.Bg perkara a quo di periksa tanpa kehadiran dan
jawabannya;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan
karena Termohon tidak datang menghadap sidang, majelis hakim memberikan
nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai, tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon
yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di
wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, maka sesuai asas personalitas
keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) secara absolut menjadi kewenangan
peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 secara
relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampabh;

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada
pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon dengan
Termohon adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis
namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat
rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 R.Bg, pada asasnya dalil-
dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan
tidak hadirnya Termohon (verstek), namun demikian pasal tersebut
menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu
tidak melawan hak dan beralasan, sedangkan untuk mengetahui dalil-dalil tidak
melawan hak dan beralasan diperlukan pengujian dan penilaian melalui
pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah perkara perceraian
yang tidak hanya tunduk pada ketentuan tersebut, tetapi juga kepada

peraturan-peraturan khusus lain yang mengaturnya;
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Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa untuk melakukan perceraian
harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai
suami isteri, atau sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan
bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut,
pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadiran
Termohon saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang
dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur
tentang perceraian, sedangkan alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan
jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu
memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah figh yang terdapat
dalam kitab : Al Anwar, Juz Il, halaman 55 yang berbunyi:

aidl alsl jlo anssl Jlsssl et 08
Artinya: “Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau ghaib
maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang
diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat yang diberi kode P, serta 2 (dua)
orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan
bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3)
tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya
menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon,
maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan
Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh
karenanya gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-
saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan
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orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 308 R.Bg jo Pasal
1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut secara
formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan di depan
sidang tersebut adalah fakta atau peristiwa yang dilihat atau didengar sendiri
sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan
pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenannya secara materiil
dapat dipertimbangkan sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta keterangan para saksi
terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang telah

menikah pada tanggal 21 Februari 2011;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan

harmonis, namun sejak sekitar 2020 tidak rukun sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon

dengan Termohon tersebut karena Termohon tidak menghargai dan tidak

mau lagi mendengarkan nasehat Pemohon;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon

dengan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;

- Bahwa Termohon sudah menikah lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati

para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-
benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan
dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang
kemudian berujung dengan pisah rumah sampai dengan sekarang;
Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut apabila rumah tangga

yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan
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mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur
perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram,
kekal, dan damai (sakinah mawaddah wa rahmah) sebagaimana dikehendaki
oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3
Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi

sebagai berikut:

oz Led] 1siSust) Lrlol pSauisl o o) 315 O wibl ros

V9 pod) wlY dls (8 vl da>,9 8350 pSin

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir’;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam:

1. Al- Qur'an Surat al-Bagarah ayat 227:
ol grow alll ol GMall lgo e Ols

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka
sesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*;
2. Kitab al-Figh al-Islamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527, yang diambil alih
menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:
6 bxll pwai ¥ iz gill lrio ) juallgl Blaviul) gy ,80ill
oo Y pdudly slall ade algaly £ Mg lasnz auzg 1]
ol oY
Artinya: “Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang
terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk
mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri
menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda
Rasulullah saw: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh
melakukan kemadharatan;
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3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaaq, juz I, halaman 83, yang

diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ozl sll o laias pum SVl plla MYl U 25
2ol ala Il g s ho s ol lgsd gan a5 ol
lasll ol b 1 augall ool cpuze i

Artinya: “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah
dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi
nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa
ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum
salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini
adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

4. Kitab Al Mar’ah bain al-Figh wa al-Qanun, halaman 100, yang diambil alih
menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

9 boloe gl ilg 3liill go priins arze il bl olo
eloiz] 8 u3Ys paSolwg 3oVl an i o po U3
oLS ez el il i Clowl oS, lagog puiatlio o
o3 o az gl 48 Mall i ol sl o ails Lgslis
sy il ol S i Lagio 32ly JSU eouge all Jsa) azg3]]
Shaiwl g diy lolall ass
Artinya:“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan
adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan
menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-
anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya
mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-
kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik
yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan,
sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan
perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan

(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain
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dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu
diperoleh ketenangan dan kedamaian’;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan
hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan verstek
dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah setelah
putusan ini berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan tidak hadir;
Mengabulkan permohonan Pemohon Verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan lkrar
Talak terhadap Termohon (Termohon) di Pengadilan Agama Sei Rampabh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang
hingga kini dihitung sejumlah Rp.440.000,00, (empat ratus empat puluh ribu
rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1443 Hijriyah, oleh kami Fauzan Arrasyid,

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1194/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.I dan Ghifar
Afghany, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur
Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa

hadirnya Termohon.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
dto dto
Nurhayati Hasibuan, S.H.I Fauzan Arrasyid, S.H.l, M.A
dto

Ghifar Afghany, S.Sy

Panitera Pengganti,
dto

Nur Azizah, S.H.

Perincian biaya:

PNBP
a. Pendaftaran . Rp. 30.000
b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 20.000
c. Redaksi . Rp. 10.000
d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 10.000
Biaya Proses : Rp. 60.000
Panggilan : Rp. 200.000
Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 100.000
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Materai . Rp. 10.000
Jumlah : Rp. 440.000

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)
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